69

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. Buku Pintar Transaksi Syariah. Jakarta: PT.
Mizan Publika.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta:
Gema Insani.

Cevilla, Convelo G, 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas
Indonesia.

Depdiknas , Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.2005. Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Echols, John M dan Hasan Shadily. 2005. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. 2012. Himpunan Fatwa
Dewan Syariah Nasional. cet. Pertama. Jakarta: Gaung Persada Press.

Karim, Adiwarman. 2008. Bank Islam: Analisis Figih Dan Keuangan. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.

Lewis, Mervyn K. dan Latifah M. Algaoud. 2007. Perbankan Syariah Prinsip,
Praktik, dan Prospek. Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA.

Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. cetakan 1. Yogyakarta:
Ekonisia.

2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP
AMP YKPN.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. Islamic Financial
Management. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-undang No.1 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 Pasal 1, Ayat 12

Saaed, Abdullah. 2004. Bank Islam Dan Bunga.Yogyakarta: PUSTAKA
BELAJAR.

Suhendi, Hendi. 2002. Figih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



70

Susanto, Burhanuddin. 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.
Yogyakarta: Ull Press.

Sulhan, Muhammad dan Ely Siswanto. 2008. Manajemen Bank Konvensional &
Syariah. Malang: UIN-Malang Press.

Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: TERAS.

Perwatatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’i Antonio. 1992. Apa dan
Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA YASA.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. 1997. Problematika Hukum Islam
Kontemporer. cet.lll. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Internet:

http://www.google.co.id/search?ie=1SO88591 &q=pengertian+kredit+perumahan+
KPR&btnG(30 Nopember 2015)

http://litiayunita.blogspot.co.id/2012/06/pembiayaan-take-over-bank-syariah.html.
(02 Januari 2015).

www.agustiantocentre.com. (24 April 2016).

http://www.bnisyariah.co.id . (01 Mei 2016).

http://ilmugali.blogspot.co.id/2012/11/musyarakah-mutanagisah-solusi.html. (21
Juni 2016).

Laporan Penelitian:

Norhayati. 2009. “Mekanisme Pembiayaan KPR Dengan Akad Murabahah di BNI
Syariah Cabang Banjarmasin.” Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian
IAIN Antasari 2008/2009, Banjarmasin.

Shofiyati, Aprilia. 2008. “Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah
Nasional No0.31/DSN-MUI/V1/2002 Tentang Pengalihan Hutang.” Laporan
Hasil Penelitian Pusat Penelitian IAIN Walisongo 2007/2008, Semarang.

Sutarsih, Farida. 2008. “Desain Akad Pembiayaan Take Over KPR Syariah di
Bank Muamalat Indonesia.” Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian UIN
Syarif Hidayatullah 2007/2008, Jakarta.


http://www.google.co.id/search?ie=ISO88591&q=pengertian+kredit+perumahan+KPR&btnG
http://www.google.co.id/search?ie=ISO88591&q=pengertian+kredit+perumahan+KPR&btnG
http://litiayunita.blogspot.co.id/2012/06/pembiayaan-take-over-bank-syariah.html
http://www.agustiantocentre.com/
http://ilmugali.blogspot.co.id/2012/11/musyarakah-mutanaqisah-solusi.html

PEDOMAN WAWANCARA

Data Informan
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Lama bekerja
Jabatan

Alamat

Pertanyaan-pertanyaan

1.
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10.

11.

Apa latar belakang adanya produk pembiayaan pengalihan hutang KPR?
Apa landasan adanya produk pembiayaan pengalihan hutang KPR?

Apa pengertian pembiayaan pengalihan hutang KPR?

Apa saja persyaratan untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan
pengalihan hutang KPR?

Apa alasan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan pengalihan
hutang KPR?

Bagaimana prosedur pembiayaan pengalihan hutang KPR?

Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR?
Dalam pembiayaan pengalihan hutang, terdapat 4 (empat) alternatif akad
yang disahkan oleh DSN-MUI, alternatif ke berapa yang dipakai oleh
BNI Syariah?

Mengapa BNI Syariah memakai alternatif tersebut?

Apakah nasabah sendiri yang memilih atau bank yang menentukan
alternatifnya?

Bagaimana proses realisasi pembiayaan pengalihan hutang KPR?



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Apakah ada jaminan dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR?

Berapa bulan kredit KPR yang telah dijalani nasabah untuk bisa
dipindahkan ke BNI Syariah?

Dalam pembiayaan pengalihan hutang KPR, BNI Syariah hanya
mengambil alih sisa hutang pokok saja atau hutang pokok beserta bunga
nasabah?

Bagaimana hubungan BNI Syariah dengan bank konvensional dalam
pembiayaan pengalihan hutang KPR?

Bagaimana hubungan BNI Syariah dengan developer dalam pembiayaan
pengalihan hutang KPR?

Dalam pembiayaan pengalihan hutang, apakah selalu ada dana talangan
yang dikeluarkan oleh BNI Syariah untuk nasabah guna melunasi sisa

hutang KPRnya?
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National Sharia Baard - indoncsian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp{021) 3450932 Tax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Tentang
PENGALIHAN UTANG

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

Menimbang . a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyara-
kat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah
berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari’ah;

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
melalui akad pengalihan utang oleh LKS;

c. bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan
Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah [5]:1:
s j,uju 3y AT wa‘ Vi
“Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-aqgad itu...”.
2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra’ [17]: 34:
Viius O 2l 0] czall 1535 .
“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya.”
3. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 275:
Gy e o e N F LR
“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-
aramkan riba...”.

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong
menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-
Ma’idah [5]: 2:

0 (NPT E RN PR PR PP
coiadl Juale 2 Oy il co»’)m;
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“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Firman Allah SWT QS al- Baqarah [2]: 275:
L Ls.U\ @w s y\ Saei Y N 0usT g

JoFy O e e i G e i e S RV
Gl L8 4:;;”)493; ;;b—wﬁcb)\ g“,;}’ciﬁ\ Al

-
-

[@.}ﬁ)@ :_)/ f;ﬂjb)\.&i}}g&\é\;;@cw
OJJJLS-

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin UA
al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

It ol e 2 G y\ ~MJW,J\ G "CL.A\

J_,_

RS TAL yg&jﬁ&uwguxf

e

fe

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan
yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

Y 5
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri
maupun orang lain.”

Dewan Syariah Nasional MUI
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8. Kaidah Figh:
ot =5 e 5 030 0T N1 20y odGladl s oY)
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
/i ifs\ }. o. Lt S‘
“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
5yl a e )5 6 s Gl
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
g 2l s Al Ll

P

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama
tidak bertentangan dengan syari'at.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syarisionhl
pada hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGALIHAN UTANG

Pertama . Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga
keuangan syariah;

b. Al-Qardh adalahakad pinjaman dari LKS kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan
pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu
dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai
kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional
(LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan
utangnya ke LKS.

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari
LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Kedua . Ketentuan Akad
Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:
Alternatif | 1. LKS memberikangardh kepada nasabah. Dengaardh

tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi

milik nasabah secara penghli(cUl).

2. Nasabah menjual aset dimaksud anpkeepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melurggsdhnya

Dewan Syariah Nasional MUI
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Alternatif I 1.

Alternatif 111 1.

Alternatif IV 1.

kepada LKS.

LKS menjual secarmurabahahaset yang telah menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran
secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan
Pengalihan Utang sebagaimana dimalkatetnatif | ini.

LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK;
sehingga dengan demikian, terjadighrkah al-milkantara
LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.

Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud
angkal adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa
cicilan) nasabah kepada LKK.

LKS menjual secarmurabahahbagian asset yang menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran
secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan
Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalibennatif

[l ini.

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh
(W cl) atas aset, nasabah dapat melakukan §kaah

dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor
09/DSN-MUI/IV/2002.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi
kewajiban nasabah dengan menggunakan pris{pardh
sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Akadljarah sebagaimana dimaksudkan angkiddak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian
talangan sebagaimana dimaksudkan agka

Besar imbalan jasa ljarah sebagaimana dimaksudkan angka
1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang
diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan
angka2.

LKS memberikangardh kepada nasabah. Dengaardh
tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi

milik nasabah secara penyhli(<ll).

Nasabah menjual aset dimaksud anpkepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melurgsidhnya
kepada LKS.

LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan aladjarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik

Dewan Syariah Nasional MUI
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4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/11/2002 tentang al-
ljarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam
pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana
dimaksud dalanalternatif IV ini.

Ketiga . Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :_ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

=

-

O%H.M.A. Sahal Mahfudh -/ Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI
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